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RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PLN NUSA DAYA
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN
1. RUPS PT PLN Nusa Daya (“Perseroan™) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18
tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris H Haryanto, S.H. MBA yang telah beberapa
kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 30 November 2023 dihadapan
Notaris Novianti, S.H., M.Kn, maka RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Selasa, 30 Januari 2024
Waktu : Pukul 13.41-15.14 WIB
Tempat : Auditorium PLN Kantor Pusat

Jakarta, Indonesia (hybrid meeting)

Acara ; 1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan Tahun 2024;

2. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key
Performance Indicator Tahun 2024.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:

L
H.

I1I.
IV.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris
Nomor 18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris H Haryanto, S.H. MBA yang
telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 30
November 2023 dihadapan Notaris Novianti, S.H., M.Kn

Undangan RUPS RKAP 2024 Perseroan;

Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor
0041.SKu/MNJ.01.02/F01000000/2024 tanggal 22 Januari 2024,

Surat Kuasa YPK PLN Nomor 001/YPK-PLN/1/2024 tanggal 29 Januari 2024.

B. HADIR DALAM RUPS
1. Pemegang Saham
I. PT PLN (Persero)

e Direktur Perencanaan Korporat
dan Pengembangan Bisnis : Hartanto Wibowo
e Direktur Keuangan : Sinthya Roesly
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Direktur Distribusi : Adi Priyanto
Direktur Retail dan Niaga : Edi Srimulyanti

II. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN

Ketua Umum Pengurus : Supriyadi
Ketua Pengurus : Paranai Suhasfan

2. Dewan Komisaris

e Komisaris Utama : Agung Nugraha
3. Direksi
e Direktur Utama : Feby Joko Priharto
e Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha : Reny Wahyu Setiaswan
e Direktur Keuangan dan Administrasi : Zulhendri

3. JALANNYA RUPS

1)
2)

3)

4)
3)
6)

7)
8)
9

Pembukaan oleh Komisaris Utama;

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris Utama menyerahkan Pimpinan Rapat kepada
Pemegang Saham;

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai
dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat;

Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perseroan mengenai RKAP Tahun 2024,

Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan mengenai RKAP Tahun 2024;

Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris
mengenai RKAP Tahun 2024;

Pembacaan Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024;

Penandatanganan Risalah RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 (dilakukan secara sirkuler);
Penutupan oleh Komisaris Utama.

4. KEPUTUSAN RUPS
AGENDA PERTAMA:

Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2024 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan

pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan

menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian

Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Buku 2024 dianggarkan sebesar Rp185,68 Miliar dengan rincian

sebagai berikut:
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No Uraian Rp Miliar
1 Pendapatan Usaha 2.876,66
2 | (Beban Usaha) (2.621,39)
3 Laba (Rugi) Usaha 255,27
4 | Pendapatan (Beban) Lain-Lain (8,34)
5 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak 246,93
6 Laba (Rugi) Setelah Pajak 185,68

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Total Aset/Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dianggarkan masing-masing sebesar

Rp1.207,54 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Rp Miliar
Aset
1 Aset Tidak Lancar 345,16
2 Aset Lancar 862,38
3 Total Aset 1.207,54
Liabilitas dan Ekuitas
1 Ekuitas 668,09
Z Liabilitas Jangka Panjang 193,01
3 | Liabilitas Jangka Pendek 346,44
4 Total Liabilitas dan Ekuitas 1.207,54

c. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Saldo Kas per 31 Desember 2024 dianggarkan sebesar Rp436,69 Miliar, dengan rincian sebagai

berikut:

No Uraian Rp Miliar

1 Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi 351,71
2 | Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi (66,39)
3 Arus Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Pendanaan (3.00)
4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 282,32
5 Saldo Awal Kas dan Setara Kas 154,37
6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 436,69

d. Investasi

Investasi Tahun Buku 2024 dianggarkan sebesar Rp81,46 Miliar, dengan Disburse sebesar Rp66,39

Miliar, dialokasikan sebagai berikut:




Risalah RUPS RKAP 2024
PT PLN Nusa Daya

Sumber Dana (Rp Miliar)

No Kategori Investasi m— SHL/Lainnya Total
Investasi Non Infrastruktur 66,39 66,39
Ketenagalistrikan

Total 66,39 66,39
AGENDA KEDUA:

L

RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2024 antara

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2024 Perseroan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari risalah ini.

E. ARAHAN RUPS:

L

Arahan Umum:

a.

Perseroan, Anak Perusahaan dan Anak Usahanya yang ditetapkan sebagai bagian dari Komite
Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero) agar menindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Permen
BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 serta kebijakan PT PLN (Persero) yang berlaku
termasuk penugasan keanggotaan Perseroan dalam Satuan Kepatuhan Terintegrasi, Satuan
Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi.

Perseroan diminta untuk menerapkan Tata Kelola Kepatuhan yang Terintegrasi sesuai dengan
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero) dan berkoordinasi kepada Divisi Kepatuhan
PT PLN (Persero).

Perseroan diminta untuk menerapkan Satuan Pengawasan Intern Terintegrasi yang mencakup
penyelarasan Strategi dan Metodologi Audit, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Terintegrasi, Pelaksanaan Audit Terintegrasi, Pelaporan SPI Terintegrasi, Quality Assurance and
Improvement Program (QAIP) Terintegrasi dan Pengembangan SDM SPI Terintegrasi..
Perseroan agar menetapkan kebijakan internal serta diterapkan oleh entitas terkonsolidasi di
bawahnya sebagai internalisasi Misi Portofolio PLN SOLID serta mengimplementasikan
kebijakan alokasi cluster bisnis yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) guna mewujudkan
pertumbuhan bisnis dan keunggulan secara konsolidasian.

Perseroan agar dapat menyesuaikan roadmap Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) masing-
masing dengan menyertakan minimal sistem manajemen berikut: ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, ISO 37001, dan ISO 31000;

Perseroan diminta untuk membangun reputasi melalui kinerja ekselen dan juga komunikasi

publik dengan fokus pada agenda setting, pembangunan narasi yang kuat, media relations, dan
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program TJSL berkelanjutan yang selaras dengan strategi korporat untuk mendapatkan
kepercayaan dari publik, stakeholder, dan investor.
Perseroan agar menyelesaikan penyusunan RJPP 2024-2028 sesuai ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan selaras dengan RJPP PT PLN (Persero) 2024-2028.
Perseroan agar mendukung Kebijakan PLN Holding terkait pengembangan bisnis EV Ecosystem
melalui penggunaan Electric Vehicle dalam operasional bisnisnya sebagai yang terdepan pada
tiap lini bisnis di industrinya sebagai bagian dari implementasi penugasan Pemerintah melalui
Perpres nomor 55 tahun 2019 serta upaya nyata dekarbonisasi dalam PLN Group.
Perseroan agar berperan aktif dalam peluang bisnis yang dikembangkan PT PLN (Persero) pada
rantai nilai Distribusi Ketenagalistrikan, diantaranya Smart Distribution Control Center, Smart
Customer Services, Smart Frid Distribution.
Perseroan melakukan implementasi program strategis transformasi 2.0 PLN sesuai penugasannya
pada moonshot terkait dan berkoordinasi dengan Divisi Transformasi Korporat dan CEO Office
PLN Holding.
Perseroan agar memperhatikan aspek sustainability dan implementasi Environmental Social and
Governance (ESG) dalam aktivitas bisnis guna mendukung transisi energi menuju net zero
emissions.
Perseroan diminta untuk meningkatkan high quality revenue dan efisiensi biaya sehingga
meningkatkan sustainability keuangan.
Perseroan diminta untuk terus meningkatkan pangsa pasar di luar PLN sesuai dengan kompetensi

utama bisnisnya dan tetap memperhatikan risk appetite Perseroan.

2. Aspek Manajemen Risiko dan GCG:

a.

Perseroan wajib menerapkan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi secara efektif melalui
penyelarasan kebijakan manajemen risiko, dan perencanaan strategis berbasis risiko melalui
penerapan risk capacity, tolerance, appetite, dan limit yang merupakan bagian dari strategi bisnis
Perseroan yang selaras dengan PLN Holding.

Perseroan diminta untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dan responsiveness
implementasi proses Four Eyes Principle dalam verifikasi, validasi perencanaan program
investasi Perseroan serta entitas terkonsolidasi di bawah Perseroan, dan mekanisme pengambilan
keputusan korporasi lainnya berlandaskan prinsip Governance Risk and Compliance.

Setiap program investasi yang dilaksanakan Perseroan harus memenuhi kelayakan dan telah
memperoleh persetujuan sesuai mekanisme TVV dan KI berdasarkan tingkat kewenangan

persetujuan rencana program yang berlaku.
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d. Perseroan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara efektif meliputi perancangan,
pengujian, pemantauan, dan pelaporan tujuan operasional, serta laporan keuangan dan kepatuhan
melalui pemisahan fungsi yang jelas dari lini pertama ke lini kedua, serta evaluasi efektivitas
pengendalian internal minimal satu kali setahun yang dilakukan oleh lini ketiga.

e. Perseroan wajib menyusun rencana darurat (contingency plan) secara realistis dan komprehensif
yang mencakup strategi rencana aksi (recovery plan) dan opsi pemulihan (recovery options) serta
opsi resolusi (resolution plan) terhadap kedaruratan (contingency).

f.  Perseroan agar meningkatkan pengamanan data pribadi pelanggan dan stakeholder yang dikelola
dalam proses bisnis sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan praktik terbaik yang ada.

g. Perseroan agar melakukan pengembangan model bisnis yang berbasis risiko dan dituangkan dalam
Laporan Manajemen Risiko, serta melakukan monitoring berkala atas Risk Mitigation Plan/RMP,
menjaga dan memastikan risiko yang telah teridentifikasi pada aksi korporasi dan proyek strategis
yang dilaksanakan tetap berada pada risk appetite corporate dengan menjalankan mitigasi —
mitigasi yang sudah direncanakan sesuai timeline yang ditentukan.

h. Sesuai dengan PERMEN BUMN RI Nomor Per-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang
Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dengan ini
Pemegang Saham memberi kewenangan kepada SPI PT PLN (Persero) untuk dapat melaksanakan
audit dan investigasi terkait fraud di lingkungan Perseroan, serta kepada Perseroan agar
melakukan ratifikasi seluruh ketentuan, Kebijakan dan Prosedur terkait Audit Internal yang
berlaku di SPI PT PLN (Persero).

i. Perseroan diminta memastikan organ pengelola risiko terbentuk berdasarkan intensitas dan
kategori risiko sesuai dengan ketentuan dalam PERMEN BUMN RI Nomor Per-2/MBU/03/2023,

sertifikasi pengelola risiko dan terbentuknya fungsi manajemen risiko setingkat BOD-1.

3. Aspek Keuangan:

a. Perseroan berkewajiban memenuhi ketentuan covenant PT PLN (Persero) sebagaimana diatur
dalam Indenture of Guaranteed Note yang diterbitkan oleh Majapahit Holding B.V Tahun 2007
dan Indenture Program Global Medium Term Note (GMTN) Tahun 2017, dan 2018 dalam setiap
aksi korporasi yang akan diambil oleh Perseroan antara lain tetapi tidak terbatas pada transaksi
additional indebtedness, layering of indebtedness, liens, asset sales and leaseback, issuance or
sales of equity interest, issuance of guarantees, merger and acquisition, serta event of default .

b. Perseroan diminta untuk melakukan penjajakan sumber-sumber pendanaan alternatif untuk
pembiayaan aksi korporasi dalam perencanaan investasi dan pengembangan usaha dengan selalu

berkoordinasi dengan Divisi Teknis PLN Holding.
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Perseroan diminta untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem penghapusan aset tetap
sebagai bagian dari asser management system yang selaras terhadap kebijakan PLN Holding.
Perseroan agar meratifikasi regulasi keuangan PLN Holding yaitu EDIR No.0029.E/DIR/2023
tentang Standar Prosedur Pedoman Penetapan Perencanaan Program Investasi, dan EDIR
No.0019.E/DIR/2023 tentang Pengukuran Produktivitas Keuangan Aset Pembangkit.
Perseroan diminta untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperhatikan bahwa total biaya
dalam RKAP 2024 merupakan pagu maksimal dan target pendapatan merupakan batas minimal
yang harus dicapai. Biaya dalam RKAP 2024 dimungkinkan melebihi pagu apabila mampu
menghasilkan pendapatan yang melebihi tambahan pengeluaran biaya tersebut dengan didukung
oleh kajian (Cost Benefit Analysis) dan sesuai dengan kaidah Good Corporate Governance
(GCG). Perseroan dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan diminta untuk
mengendalikan BPP dan Non Allowable Cost (NAC) untuk meminimalkan potensi kerugian dan

menjaga sustainability Perseroan dan PT PLN (Persero).

f. Perseroan diminta untuk mendukung pelaksanaan Intercompany Loan dan Treasury Financing

Facility (TFF) yang bersumber dari peserta pada Notional Pooling PLN Group untuk

optimalisasi dalam Pengelolaan Likuiditas PLN Group.

4. Aspek SDM:

a.

Perseroan Perseroan diminta untuk menyelaraskan pengelolaan Human Capital mengacu pada
Kebijakan Human Experience Management System (HXMS), khususnya pada: Kebijakan
Manajemen Proses Bisnis, Alih Daya, Perencanaan dan Pengendalian Tenaga Kerja, Profesi dan
Sistem Kompetensi, Manajemen Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja, Kebijakan
Manajemen Pelayanan Administrasi, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DIV HST
PLN Pusat.
Perseroan diminta untuk meningkatkan Produktivitas minimal lebih tinggi dibandingkan realisasi
produktivitas tahun sebelumnya dan menciptakan value creation dengan mengimplementasikan
tata kelola SDM melalui HCR OCR dan key matrix Produktivitas sesuai ISO 30414:2018, yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DIV HST PLN Pusat.
Perseroan diminta untuk mengkonsultasikan serta mendapatkan persetujuan Pemegang Saham c.q.
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital dalam hal:

i. Pengusulan Calon Direksi dan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan Terkonsolidasi serta

kandidat Manajemen Atas sebelum ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
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ii. Melakukan perikatan Kerjasama program Capacity  Building  dengan
Lembaga/Institusi/Perusahaan/organisasi termasuk penyusunan program capacity building
ke luar negeri.

d. Perseroan agar memastikan seluruh tenaga kerja dan mitra kerja yang berada di lingkungan kerja
Perseroan selalu mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku sebagai
bagian dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja sehingga mencegah terjadinya insiden dalam

pekerjaan.

5. Aspek Bisnis dan Operasional:

a. Perseroan diminta memastikan terciptanya keselamatan serta kesehatan kerja dan lingkungan
hidup di seluruh lingkungan kerja, budaya K3 secara berkelanjutan, kesiapan proteksi kebakaran,
serta memenuhi standar K3L lainnya yang berlaku dan mewujudkan zero accident.

b. Perseroan diminta terus berinovasi mengembangkan bisnis Beyond PLN, Beyond kWh, dan
Beyond Indonesia (Overseas) untuk berkontribusi pada pencapaian PT PLN (Persero) sebagai Top
500 Perusahaan Global.

c. Perseroan diminta melakukan penguatan keamanan siber melalui pengamanan end-point,
peningkatan keamanan jaringan IT/OT, implementasi Pusat Operasi Keamanan (SOC) secara
terintegrasi dan security awareness kepada seluruh Pegawai sebagai mitigasi terhadap risiko
keamanan siber korporat dan melakukan implementasi pemenuhan UU No. 27 tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.

d. Perseroan diminta mengimplementasikan single network dengan menerapkan centralized policy
publishing di level holding atau headquarter (HQ) Perseroan dan melakukan pembatasan terhadap
penggunaan IP publik dan berkoordinasi dengan Keamanan Cyber STI PLN Holding.

e. Perseroan diminta mengimplementasikan Single Source of Truth (SSOT) guna mendukung
pengambilan keputusan yang kredibel.

f.  Perseroan diminta memastikan pemenuhan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk setiap kegiatan bisnis yang dilakukan, diantaranya AMDAL, pengelolaan limbah,
pemenuhan prinsip Environmental and Social Safeguards yang berlaku.

g. Perseroan diminta mengembangkan potensi bisnis Beyond kWh melalui bersinergi dengan PLN
Group dan mitra bisnis terbaik yang tersedia di industri.

h. Perseroan diminta untuk melakukan transformasi jasa layanan dari headcount based menuju
performance based dengan melakukan perbaikan proses bisnis, digitalisasi, peningkatan

kapabilitas tenaga kerja dan ketersediaan peralatan kerja yang seluruhnya disetujui bersama
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konsumen dan memenuhi standar kinerja perusahaan best practice di bidang Operation and
Maintenance di sisi Transmisi, Distribusi dan Retail Ketenagalistrikan (Utility).
Perseroan agar memastikan kinerja pengelolaan PLTD milik PT PLN (Persero) yang ditugaskan
kepada Perseroan melalui implementasi best practices asset management pembangkitan dengan
tetap memenuhi kriteria efisiensi BPP sehingga menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan dan
konsumen.
Perseroan wajib untuk mengembangkan tata kelola pengembangan bisnis yang terkoordinasi,
memastikan inisiatif Business Development lebih tepat sasaran dan berdampak bagi PLN Group.
Dalam rangka pengambilan keputusan terkait Strategi Kerjasama investasi khususnya skema Co-
Investment, Perseroan wajib merujuk kepada Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) No.
0020.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Tata Kelola Pengembangan Bisnis Co-Investment di
Lingkungan PT (PLN) Persero.
Perseroan diminta untuk berkoordinasi dan berkomunikasi aktif dengan Divisi Pengembangan
Bisnis Korporat dan Investasi untuk memastikan keputusan dan inisiatif pengembangan bisnis
yang selaras serta terintegrasi di seluruh SHAP dalam PLN Group, guna menghindari
kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengembangan bisnis sehingga dapat menyajikan
identitas dari PLN Group yang seragam.
. Perseroan diminta untuk meningkatkan efektivitas manajemen billing sehingga dapat menghindari
risiko peningkatan biaya.
Perseroan diminta untuk membantu meningkatkan Rasio Elektrifikasi pada Remote Area.
Perseroan agar dapat menangkap peluang pengembangan home charging, Operation &
Maintenance SPKLU serta Anjungan Listrik Mandiri (ALMA) sebagai bentuk peningkatan peran
serta dalam ekosistem bisnis Electric Vehicle.
Perseroan diminta melakukan layanan asesmen Instalasi Milik Pelanggan khususnya pada
pelanggan VIP dan menawarkan layanan tambahan berupa perbaikan/pemeliharaan instalasi

dengan melakukan pendekatan kepada stakeholder dan sinergi dengan Unit PLN.
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6. Buku RKAP Tahun Buku 2024 dan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2024 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari risalah ini, dan selanjutnya Perseroan agar melaporkan pelaksanaan RKAP

Tahun Buku 2024 beserta seluruh Arahan Pemegang Saham di atas secara berkala dalam periode

Triwulanan kepada Divisi Manajemen Portofolio PT PLN (Persero).

Dewan Komisaris,

PT PLN (Persero)

Hartanto Wibowo
Direktur Perencanaan
Korporat dan
Pengembangan Bisnis

Sinthya Roesly
Direktur Keuangan

Adi Privanto
Direktur Distribusi

Edi Srimulyanti
Direktur Retail dan

Niaga

Renv Wahvu Setiaswan ...
Direktur Operasi dan
Pengembangan Usaha

Zulhendri
Direktur Keuangan dan
Administrasi

Pemegang Saham Perseroan

Yayasan Pendidikan dan
Kesejahteraan P

Suprivadi
Ketua Umum Pengurus

Paranai Suhasfan . T
Ketua Pengurus
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6. Buku RKAP Tahun Buku 2024 dan Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2024 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari risalah ini, dan selanjutnya Perseroan agar melaporkan pelaksanaan RKAP
Tahun Buku 2024 beserta seluruh Arahan Pemegang Saham di atas secara berkala dalam periode

Triwulanan kepada Divisi Manajemen Portofolio PT PLN (Persero).

Dewan Komisaris, Direksi,
Agung Nugraha Q ...... é ...... Q .... — Feby Joko Priharto
Komisaris Utama Direktur Utama

Reny Wahyu Setiaswan
Direktur Operasi dan

Pengembangan Usaha

Zulhendri
Direktur Keuangan dan
Administrasi

Pemegang Saham Perseroan

PT PLN (Persero) Yayasan Pendidikan dan
Kesejahteraan PL

Hartanto Wibowo
Direktur Perencanaan
Korporat dan
Pengembangan Bisnis

Suprivadi
Ketua Umum Pengurus

Paranai Suhasfan "=
Ketua Pengurus

Sinthva Roesly
Direktur Keuangan

Adi Priyanto
Direktur Distribusi

Edi Srimulyanti
Direktur Retail dan

Niaga
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